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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan 

kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker 

memahami tentang tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung 

jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. 

Apoteker tidak hanya berperan dalam pelayanan kefarmasian 

melainkan juga berperan dalam aspek manajerial serta 

menjamin seluruh kegiatan tersebut berjalan baik. 

2. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker 

memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek. 

Calon Apoteker dalam kegiatan PKPA memiliki kesempatan 

untuk berinteraksi dengan pasien mulai dari pelayanan 

informasi obat dan swamedikasi dengan didampingi Apoteker 

yang bertugas di Apotek.  

3. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker 

melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi 

komunitas di Apotek. 

4. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker 

mengetahui gambaran nyata permasalahan kefarmasian di 

Apotek dan siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga 

farmasi yang profesional. 
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5. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membuat calon Apoteker 

mengetahui cara pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di 

masa pandemi. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan kegiatan 

PKPA adalah sebagai berikut : 

a. Calon Apoteker harus melatih diri untuk bisa peduli, 

berempati dan cermat terhadap pasien agar pelayanan 

kefarmasian dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

b. Apoteker sebaiknya lebih mengenalkan diri sebagai 

Apoteker pada saat ingin memulai KIE dan menyampaikan 

terapi nonfarmakologi yang dapat dijalankan oleh pasien 

serta menunjukkan tanggal kadaluarsa dari obat yang 

didapat oleh pasien. 

c. Calon Apoteker harus lebih banyak berlatih kemampuan 

KIE agar pasien dapat mendapatkan informasi dengan jelas 

dan tepat. 

d. Calon Apoteker harus lebih banyak diberikan kesempatan 

untuk berlatih kemampuan manajerial apotek. 
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